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ABSTRAK

Krisis keuangan global yang berpusat di Amerika Serikat dalam sektor perbankan
berdampak pada Bank Century, terlihat dari penurunan Capital Adequacy Ratio
(CAR) yang mencapai minus 2,3%. Karena permasalahan tersebut, Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan Lembaga Penjamin Simpanan untuk
mengambil alih Bank Century. Lembaga Penjamin Simpanan menurut Undang-
Undang No. 24 Tahun 2004 berfungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas
sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya yaitu melaksanakan penanganan
Bank Gagal yang berdampak sistemik disamping fungsinya sebagai penjamin
simpanan nasabah penyimpan. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih 100%
saham perseroan, namun pengambilalihan ini hanya bersifat sementara untuk
menyelamatkan kondisi Bank Century. Skripsi ini membahas hubungan hukum antara
Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah serta akibat hukum yang timbul
dari penyertaan modal yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kaitannya
dengan organ bank sebagai Peseroan Terbatas dan kepentingan pihak ketiga dalam
hal terjadinya tindakan Lembaga Penjamin Simpanan yang membatalkan, mengakhiri
serta mengubah kontrak secara sepihak. Sesuai dengan substansi permasalahan di
atas, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat “normatif”,
dengan pendekatan perundang-undangan, yakni suatu penelitian yang mengkaji
ketentuan-ketentuan hukum positif dengan membahas hubungan antara Lembaga
Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah dilihat dari hubungan hukum diantara
ketiganya. Hasil penelitian ini menyimpulkan hubungan hukum antara Lembaga
Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah terjadi karena adanya perjanjian dan dalam
analisis hubungan hukum Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank adalah
penanggungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Lembaga Penjamin
Simpanan mempunyai kewenangan dalam mengambil alih hak dan wewenang Rapat
Umum Pemegang Saham dalam Organ Bank sebagai Perseroan Terbatas, dan

Lembaga Penjamin Simpanan juga berkewajiban untuk mengevaluasi transaksi antara
bank dengan pihak ke-3.

Kata Kunci:
Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu
negara, bahkan dalam era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi
bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.! Industri perbankan
merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional
demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksud sebagai suatu jenis
pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka
ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang,
mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat
penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha
perusahaan.’ Hampir semua sektor yang yang berhubungan dengan berbagai

kegiatan keuangan selalu menggunakan jasa perbankan.

! Adrian Sutendi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucuian Uang, Marger, Likuidasi,
dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him 1.

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, cetakan kesatu, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung,2003, him 13.




Sektor perbankan memiliki peranan yang sangat vital antara lain sebagai
pengatur urat nadi perekonomian nasional. Kondisi sektor perbankan yang sehat
dan kuat sangatlah penting guna mendukung perekonomian nasional. Bisnis
perbankan merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar bila
dikelola secara baik dan penuh kehati-hatian (prudent). Namun di satu sisi juga
merupakan bisnis yang penuh resiko (full risk business) karena sebagian besar
merupakan dana titipan masyarakat.

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai Intermediasi, yaitu
penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien
pada sektor-sektor rill untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas
perekonomian sebuah negara.3 Sebagai suatu badan usaha, bank akan selalu
berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan.
Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok
menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan
kesempatan bekerja.*

Mengingat bisnis perbankan yang penuh resiko, tidak jarang ditemukan
banyaknya bank yang bermasalah. Suatu bank dikatakan bermasalah jika bank
yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan

usahanya, yakni kondisi usaha bank yang semakin memburuk, yang antara lain

3 E.Sma Priliasari, Media Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank,
www.legalitas.org, di akses 2 Maret 2010.

4 .
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT s
Pustaka Utama,2003 hal 59. : PT. Gramedia


http://www.legalitas.org

ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan
rehabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip
kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.’

Bank yang bermasalah ini berakibat pada terjadinya bank gagal dan berujung
pada likuidasi bank. Bank gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami
kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan
tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan
kewenangan yang dimilikinya.6 Gagalnya suatu bank akan berdampak pada
pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank yang dilanjutkan
dengan dilakukannya likuidasi bank berupa tindakan penyelesaian seluruh aset
dan kewajiban bank.

Krisis moneter dan perbankan nasional yang diawali dengan krisis ekonomi
keuangan melanda Indonesia pada tahun 1997. Krisis ini meyebabkan capital
flight, tingkat suku bunga yang tinggi, jatuhnya nilai rupiah, melonjaknya
tingkat inflasi ekonomi dalam negeri, dan dampak yang berat pada perbankan
nasional. Hampir seluruh bank umum nasional menghadapi kesulitan likuiditas
dalam jumlah besar. Puncaknya pada bulan November 1997 ketika 16 bank
swasta nasional dilikuidasi oleh pemerintah.” Dengan ditutupnya kegiatan usaha

bank telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap

% Ibid, hal 143.

6 Indonesia, Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24 Tahun 2004
pasal | angka 7. ,

7 Adrian Sutendi, op. cit, hal 131



Jembaga perbankan. Timbulnya rush berupa penarikan dana besar-besaran oleh
masyarakat sebagai konsekuensi dari hilangnya kepercayaan masyarakat dan
tidak adanya peraturan yang cukup dalam mengatur perlindungan dana nasabah.
Dampak lebih lanjut dari rush pengambilan dana simpanan nasabah adalah bank
yang sehat menjadi tidak sehat, perbankan nasional mulai terperosok, dan
pembangunan terhambat.®

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa
kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran
bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini di tetapkan
dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193
Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank
Perkreditan Rakyat.” Karena telah ada blanket guarantee dari pemerintah, pada
saat likuidasi bank berikutnya rush yang timbul tidak lagi dalam skala besar.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan
kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang
lingkup penjamin yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik
dari sisi pengelolaan bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut
dan agar dapat tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta

menjaga sistem stabilitas sistem perbankan, program penjamin yang sangat luas

® Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta. Hal 181

® Lembaga Penjamin Simpanan, http.//www.wikipedia.org/wiki/Lembaga Penjamin
Simpanan, di akses 3 Maret 2010



lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang
terbatas.Krisis perbankan nasional telah meberikan pelajaran bagi kita semua
bahwa kegagalan suatu bank pada akhirnya menjadi beban negara.
Rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi pada akhirmya membebani APBN
secara berkepanjangan. Oleh karena itu wajar kalau dikatakan bahwa kegagalan
suatu bank pada akhirnya menjadi beban masyarakat.'® Untuk itu diperlukan
suatu penanganan khusus dalam menangani bank gagal melalui suatu lembaga
khusus.

UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang
No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengatur perlindungan hukum
secara implisit.'' Menurut ketentuan Pasal 29 dapat ditarik kesimpulan bahwa
perlindungan hukum terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya
menjaga kealngsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan
perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

Oleh karena tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur
perlindungan nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi telah
mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
Bagaimana akhirnya nasib simpanan masyarakat bila bank tempat menyimpan
uang mereka dilikuidasi? Salah satu upaya untuk tetap mempertahankan

kepercayaan masyarakat tergadap lembaga yaitu melalui asuransi deposito yang

209

" Knsna Wijaya, Penanganan Bank Gagal, www.lps.go.id di akses 3 maret 2010
"' Joni Emirzon, Hukum Perbankan Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palemban, 1998, him.


http://www.lps.go.id

dalam pengertian UU No.10 Tahun 1998 disebut Lembaga Penjamin Simpanan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang di atur lebih lanjut dengan Undang-
Undang No. 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Undang-
undang ini di rubah oleh Perpu No.3 Tahun 2008 dan kemudian diperkuat
melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2009 .

Menurut UU No 24 Tahun 2004, besarnya nilai simpanan yang dijaminkan
untuk setiap nasabah pada satu bank adalah sebesar Rp 100.000.000 ( seratus
juta rupiah), tetapi sejak terjadi krisis global pada tahun 2008. Pemerintah
kemudian menerbitkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU
No. 24 Tahun 2004, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2009
dan telah mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling banyak Rp.
2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk setiap nasabah pada satu bank.

Pemerintah juga menerbitkan Perpu No.4 Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

| Undang-Undang No.4 Tahun 2008 menyebutkan, untuk mencapai tujuan JPSK
dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri
Keuangan yang merangkap sebagai anggota dan Gubernur Bank Indonesia
sebagai anggota.'” KSSK bertugas mengambil kebijakan penting dalam
penyelamatan perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
seperti perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,dana pensiun, lembaga

pembiayaan, lembaga penjamin, dan perusahaan efek yang mengalami kesulitan

? Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Perpu No.4 Tahun 2008, Pasal 5



likuiditas dan atau solvabilitas, yang ditengarai berdampak sistemik.!> Hal-hal
tersebut di atas merupakan upaya dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan nasional.

Contoh kasus di Indonesia PT.Bank Century Tbk. menjadi korban pertama
dari dampak krisis keuangan global yang berpusat di Amerika Serikat dalam
sektor perbankan. Bank hasil marger PT. Bank CIC Internasional Tbk., Bank
Pikko, dan Bank Danpac ini mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.
Tanda-tanda Bank Century kesulitan likuiditas terlihat dari penurunan Capital
Adequacy Ratio (CAR) yang mencapai minus 2,3%. Angka tersebut jauh
dibawah standar yang ditentukan Bank Indonesia, bahwa rasio kecukupan suatu
bank adalah sebesar 8%. Selain masalah turunya CAR, sejumlah nasabah Bank
Century juga tidak bisa menarik dana di anjungan tunai mandiri bank itu
maupun lewat jaringan ATM bersama.'* Bank Century juga tidak dapat
mengikuti kliring yang disebabkan masalah teknis keterlambatan bank dalam
mengalokasikan dana pre-fund untuk kebutuhan kliring selama 15 menit.

Karena permasalahan tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
memutuskan LPS mengambil alih Bank Century. Tindakan ini diambil karena
Bank Indonesia menganggap kegagalan Bank Century ini dapat berdampak

sistemik dan secara luas dapat mengganggu stabilitas keuangan.

" Ibid, Pasal 7

" hitp://www.inilah.com/berita/ekonomi/200811/13/616
i ) . 38/takut-rush-century- -
pengumumarn/ diakses 3 maret 2010 century-tempel


http://www.inilah.com/berita/ekonomi/200811/13/61638/takut-rush-century-tempel-pengumuman/
http://www.inilah.com/berita/ekonomi/200811/13/61638/takut-rush-century-tempel-pengumuman/

Dalam kasus ini, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil fungsi untuk
turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewe,nangannya,'5 yaitu melaksanakan penanganan Bank Gagal yang
berdampak sistemik disamping fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah
penyimpan. Lembaga penjamin simpanan mengambil alih 100% saham
perseroan, namun pengambilalihan ini hanya bersifat sementara untuk
menyelamatkan kondisi Bank Century yang saat ini sedang terpuruk dan tidak
berakibat hilangnya kepemilikan saham publik. Dengan tindakan penyertaaan
modal tersebut, maka LPS melakukan pengambil alihan penanganan bank gagal.

Seperti telah disinggung di atas, Lembaga Pejamin Simpanan sebagai
lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.24 tahun 2004 ataupun
berwenang untuk melikuidasi bank-bank yang gagal, serta melakukan berbagai
tindakan penyelamatan terhadap bank gagal, baik yang berdampak sistemik
maupun tidak berdampak sistemik. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2008 disebutkan bahwa Lembaga
Penjamin Simpanan adalah bahwa berwenang mengambil alih hak dan
wewenang RUPS dalam penggantian atau sebagai Badan Khusus yang dibentuk
oleh pemerintah sebagai mana yang diamanatkan dalam Pasal 37A Undang-

undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

'* Indonesia, Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24 Tahun
2004, pasal 4. '



Bertolak dari permasalahan ini tampak apabila terjadi likuidasi terhadap
bank gagal. Akan terjadi kontradiksi kewenangan LPS yang luas dalam
kepengurusan bank dengan mengambil alih hak dan kewenangan RUPS (Rapat
Umum Pemegang Saham), setelah mengambil alih seluruh hak dan wewenang
RUPS, kepemilikan, kepengurusan, kepentingan lain akan menimbulkan
persoalan hukum .

Melihat permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis tertarik
untuk mengkaji lagi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam
penanganan bank gagal, yang berhubungan dengan nasib nasabah yang miliki
simpanan dana dengan judul “Analisis Tentang Hubungan Hukum antara

Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah.”

Perumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas,
maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah : |
1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara Bank dengan Lembaga
Penjamin Simpanan ?
2. Apakah dengan terjadinya penyertaan modal oleh LPS kewenangan
mengambil alih segala kewenangan RUPS, kepemilikan kepengurusan
tidak menjadikan LPS sebagai lembaga yang memiliki kekﬁasaan penuh,

yang mengakibatkan bank sebagai PT tidak memiliki organ RUPS dan
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direksi lagi. Dengan demikian apakah tidak bertentangan dengan Undang-
Undang PT?

3. Apakah kepentingan pihak ketiga terlindungi dengan adanya kewenangan
LPS dalam meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ atau mengubah
kontrak dengan dasar merugikan bank seperti dalam Ps.6 ayat (2) huruf C

UU No,24 Tahun 2004 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Hubungan
Hukum antara Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, dan Nasabah : Studi Pada
Bank Gagal”, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya pada masalah
kewenangan Lembaga Penjamin Sirﬁpanan apabila dilihat dari Undang-Undang
No.24 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 7 Tahun 2009 dan bentuk penyertaan
modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Gagal serta
penyelesaian penanganan Bank Gagal yang dilai(ukan oleh LPS. Yang

berdasarkan Perpu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem

Keuangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin penulis capai dari penulisan skripsi ini, antara lain :
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a. Untuk menjelaskan kontruksi hubungan antara LPS dengan Bank,
apakah merupakan jaminan atas dasar perjanjian atau atas dasar
undang-undang.

b. Untuk menggambarkan konsep dasar dari tindakan penyertaan modal
sementara serta apa saja akibat hokum dari penyertaan modal sementara
LPS dalam rangka menyelamatkan bank gagal. Peraturan perundang-
undangan apa sajakah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

c. Untuk menjelaskan kepentingan pihak ketiga dalam hal terjadi tindakan
LPS yang membatalkan, mengakhiri serta mengubah kontrak sepihak
(perjajian timbal balik).

2. Manfaat
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengetahui aspek-aspek
hukum dan upaya penyelamatan LPS pada bank gagal melalui
penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh LPS, yang secara tidak
langsung menjadi sumbangan pula bagi upaya pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya ilmu hukum di bidang perbankan. Selain itu
diharapkan juga dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukannya
sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam rangka;

mengungkapkan aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian
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ini. Dengan penelitian ini juga, penulis berharap dapat menyumbangkan
pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan,
khususnya dalam bidang hukum perbankan,

b. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait (pelaku usaha)

dalam menghadapi bank yang sedemikian ini..

E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum
normatif artinya jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka (data sekunder)'® yang mencakup bahan hukum prmer, sekunder,

dan tersier.!”

2. Metode Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah menggunakan

pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan penelusuran

' ¥ Usmawadi, Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Meteri Pokok Pendidikan dan
}ll(lema;l;ran Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004,
m. 13.

i 51 5'; Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian hukum, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984,
m. 51-52.
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kepustakaan untuk menemukan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan

permasalahan antara lembaga penjamin simpanan, bank, dan nasabah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

data sekunder,'® yaitu data yang bersumber dari bahan hukum atau data yang

telah terlebih dahulu. Sifatnya dengan melakukan analisi data, yaitu dengan

menganalisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan

pustaka“’ yang berasal dari:meliputi:

Data Sekunder, yang meliputi bahan-bahan pustaka berupa:

1)  Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi, yang meliputi UU
No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU
No. 7 Tahun 2009 jo UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan, Peraturan LPS No. 3/LPS/PLPS/2008 tentang
Likuidasi Bank. Peraturan LPS No. 3/PLPS/ 2008 perubahan atas
Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal
yang Berdampak Sistemik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 3 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem

Keuangan.

18 :
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat
PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him.29. A Y ingkat),
* Ibid,him.33.
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2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hokum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hokum Primer berupa hasil karya ilmiah,
hasil-hasil penelitian, literatur-literatur yang membahas dan berkaitan
dengan permasalahan.

3)  Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hokum yang memberikan petunjuk
ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
seperti, artikel-artikkel yang relevan dan berkaitan dengan

permasalahan, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa:

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data-data
sekunder yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, mempelajari,
literature-literatur yang berupa buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan,
serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam
skripsi ini. Dengan lokasi di Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri

Indralaya. Perpustakaan Pusat Unsri Insralaya, Perpustakaan Daerah

Wilayah Sumatera Selatan.
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S. Analisis Data
Pada penulisan skripsi ini menggunakan analisis data dengan menggunakan
metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengerti atau memahami
gejala yang diteliti. Proses analisis data dilakukan terhadap semua data yang
tersedia baik dari data primer maupun data sekunder, sehingga dapat ditarik

kesimpulan.
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